










5) Bahwa posita Permohonan Pemohon justru lebih banyak mengungkap

berbagai dugaan pelanggaran pemilihan yang menjadi kewenangan

absolut Sadan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana ditegaskan

dalam Pasal 134 dan 135 UU Pemilihan juncto Peraturan Bawaslu Nomor

9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil

Walikota.

6) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon,

permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga patur untuk

dinyatakan tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat

lain terhadap Eksepsi Termohon, dimohonkan agar dalil-dalil dalam eksepsi

diberlakukan pula sebagai dalil dalam pokok perkara sehingga menjadi satu

kesatuan yang tak terpisahkan.

2. Bahwa Termohon menyangkal dan menolak dalil permohonan Pemohon

untuk seluruhnya, kecuali terhadap dalil yang secara tegas dan spesifik

diakui kebenarannya.

3. Bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Lahat Tahun 2024 berdasarkan hasil rekapitulasi hasil perolehan

suara tingkat Kabupaten Lahat yang ditetapkan oleh Termohon adalah

sebagai berikut:

Nomor Nama Pasangan Calon Perolehan 

Urut Suara 

1 Yulius Maulana, S.T. dan 73.442 

Dr. H. Budiarto, S.E., M.Si. 

2 Bursah Zarnubi dan 103.950 

Widia Ningsih, S.H., M.H. 

3 Hj. Lidyawati, S.Hut., M.M dan 74.574 

H. Heryanto, S.E., M.M., M.B.A.
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saat disimpan kotak suara tersebut diawasi Pengawas Kecamatan sera 

dijaga oleh Petugas Kepolisian dan petugas Keamanan lainnya, 

sehingga tidak benar dalil permohonan yang mengatakan ada kotak 

suara yang dihadirkan saat pleno di PPK dalam keadaan tidak 

tersegel; 

Bahwa terbukti tidak ada satupun rekomendasi Panwas Kecamatan 

yang disampaikan terkait dalil Permohonan tersebut, karena saat 

proses pemungutan dan penghitungan suara tidak ditemukan adanya 

permasalahan; 

E. KEBERATAN SAKSI PASANGAN CALON PADA SAAT

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DITINGKAT

KECAMATAN TELAH DITINDAK LANJUTI OLEH TERMOHON.

Bahwa saat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat

kecamatan, saksi Pemohon mengajukan berbagai keberatan di 8

Kecamatan meliputi Kecamatan Lahat, Merapi Barat, Merapi Timur,

Kikim Barat, Kikim Timur, Kikim Selatan, Pseksu dan Pulau

Pinang.

Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon,

Termohon melalui PPK masing-masing telah meminta saran masukan

dan rekomendasi dari Panwas Kecamatan dan setiap saran masukan

dan rekomendasi telah dilaksanakan oleh Termohon;

7. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi

berbagai pelanggaran dan kecurangan dalam proses pemungutan dan

penghitungan suara, sehingga Pemohon meminta untuk dilakukan

Pemungutan Suara Ulang (PSU) adalah tidak berdasarkan hukum karena

berdasarkan ketentuan Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan juncto Pasal 59

ayat (2) Paraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

bahwa pemungutan suara ulang di TPS hanya dilakukan jika terdapat

keadaan sebagai berikut:
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